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PENDAHULUAN

A.  LATAR BELAKANG MASALAII

Desa adalah  salah satu bentuk daerah yang khas  di Indonesia.  Desa

memiliki latar belakang historis dan filosofis yang jelas dan kunt.

Desa hadir sebelum tata pemerintahan tumbuh dan berkembang seperti

sekarang.  Desa  memiliki  hak  otonomi  asli  berdasarkan  hukum  adat,  dapat

menentukan  susunan pemerintahan,  mengatur  dan  mengurus  runah tangga,

serta  memiliki  kekayaan  dan  aset.  oleh  karena  itu,  eksisteusi  desa  perlu

ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun, deregulasi dan penataan desa paska beberapa kali amandemen

terhadap  koustitusi  negara  serta  peraturan  perundangarmya  mehimbulkan

perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia.  Pengaturan desa yang

ketat dan penyeragamarmya di selunh Indonesia menjadi salah satu sumber

hilangnya poteusi kemandirian desa, khususnya di lun Jawa.

Sejarah  juga  mencatat  bahwa  regulasi  desa  selama  ini  cenderung

mengedepankan    pengaturan    pemerintahan     desa    untck     mempercepat

kemandirian, pembangunan, dan peningkatan kesejahterann masyarakat desa.

Akibatnya, teriadi pertambahan desa yang pesat.

Kondisi ini mempengamhi percepatan pelayanan inasyarakat di tingkat

desa.  Permasalahan lain tidak kalah berat membebani desa adalah himpitan

kemiskinan.  Data per September 2012  mencatat ada 63,25  persen penduduk

miskin  di  Indonesia  tinggal  di  pedesaan.  Kondisi  ini  semakin  menambah

beban desa yang sudah demikian berat sehingga semakin sulit untck mandiri.
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Dibutuhkan ikhtiar kompreheusif untuk menegakkan kembali eksisteusi desa

sebagai daerah otonom istimewa.

Menyadari beban berat desa, diperlukan pengaturan desa yang bersifat

multiperspektif.   Agar   desa   mandiri   dan   masyarakatnya   sejahtera,   yang

diperlukan  tidak   hanya   penataan   aspek   pemerintahan,   tetapi  juga  yang

berkahan dengan aspek kewilayahan, tata kehidupan dan adat istiadat  serta

pengembangan poteusi daerah.

Demikian juga  dengan  hak-hak  tradisional  yang  perlu  dilestarikan

sehingga  pemerintah  desa  mendapat  kewenangan  mengurus  dan  mengatur

kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai-rilai

budaya yang ada.

Partisipasi  masyarakat,  diarahkan  untuk  sebesar-besamya  mengakomodasi

peran aktif masyarakat dalam pembangunan setiap desa.  Begitu pula dengan

pemberdayaan  masyarakat,  ditujukan  untuk  mengembangkan  kemandirian

serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kebijakan Otonorfu Daerah memberikan implikasi kepada pemerintah

daerah  untuk   mengelola   dan  mengembangkan  daerahnya.   Setiap   daerah

berpacu untuk  memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,

melalui penggalian dan pengembangan sumber daya daerah secara maksimal

atas  inisiatif  dan  kekuntan  daerah  itu  sendiri,  Dalam  prakteknya  dalam

otonomi   daerah  yang  dimaksud,   kita   dapat  mengenal  dun  istilah  yakni

desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi adalah  penyerahan wewenang

pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara
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Kesatuan Republik  Indonesia.  Dekousentrasi  adalah  pelimpahan  wewenang

dari pemerintah pusat kepada Gubemur sebagal  Wakil Pemerintah dan/atau

perangkat   pusat   di   daerah.:  Tugas   Pembantuan   adalah   penugasan   dari

Pemerintah   kepada   daerah   dan   desa   serta   dari   daerah   ke   desa   untuk

melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana serta

sumber  daya  manusia  dengan  kewajiban  melaporkan  pelaksananrmya  dan

mempertanggungjawabkannyakepadayangmenugaskan.

Dengan   dilaksanakarmya   Otonomi   Daerah  berarti   sebagian   besar

kewajiban Pemerintah Pusat kini telah menjadi tanggung jawab Pemerintah

Daerah termasuk dalam hal ini pemerintahan desa, tentunya dengan harapan

dapat terlaksana secara lebih baik dan terfokus atau tepat sasaran.

Dalam  konteks  penyelenggaraan pemerintahan  desa yang  terpenting

adalah    bagaimana    pemerintahan    desa    komba    mampu    meningkatkan

kesejahteraan rakyatnya,  mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat

desa,  dan  mampu  meningkatkan  daya  salng  desanya.  Hal  tersebut  hanya

mungkin  terwujud  apabila  urusan  yang  menjadi  kewenangan  desa  dapat

terlaksana     dengan     baik.      Tidak     dapat     dipungkiri,     bahwa     dalam

implementasinya terdapat berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak

langsung menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut.

Kapasitas  yang  masih  rendah  merupakan  bagian  dari  permasalahan  yang

dihadapi    Desa    komba.    Diantaranya    masih   belum    optimalnya    aspek

kelembagaan,  sumberdaya manusia,  maupun  manajemen  pemerintahan  desa.

Pada tahun 2008 Pusat Kajjan Kinerja Otonomi Daerah, telah  melaksanakan
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Kajian    Peningkatan    Kapasitas    Pemerintahan    Desa,    kajian    ini    telah

menghasilkan    cetak    brfu    (blueprint)     yang     memunt    strategi-strategi

penyelesaian masalah (problem solving) penyelenggaraan pemerintahan desa

dan   menyusun   modul-modul   peningkatan   kapasitas   pemerintahan   desa,

kususnya di desa Komba. Lebih lanjut modul-modul tersebut merupakan hasfl

identifikasi   aspek   kapasitas   yang   perlu   Penyusunan   Kebijakan   Desa,

KepemimpinanKepalaDesadanManajemenPelayananDesa

Dengan   penguatan    tersebut,    pemerintah    desa    dan    masyarakat

mempunyai  hak  mengatur  dan  mengurus  kesatuan  masyarakat  hukunnya

sesuni adat istiadat yang berkembang,  mampu menggali sumber pendapatan

sekaligus mengelolanya, serta terwujudnya harmonisasi, sinergi antarlembaga

desa   yang   ada,   seperti   pemerintah   desa,   badan  permusyawaratan   desa,

1embaga  adat  serta  lembaga  kemasyarakatan  seperti  RT,  RW,  PKK,  dan

karang taruna. Hal hi diperkuat dengan pembiayaan yang bersumber dari dana

yang  mungkin  menurut RUU,  seperti  bantuan  dana  untck  desa  mengiringi

program/kegiatan  di  desa,  Memperhatikan  kondisi  dan  dinamika  tersebut,

menjadi sangat relevan bahwa kepala desa memegang peranan sangat penting

untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang

balk.

Dari uraian di atas maka penulis, tertarik untuk mengkaji peran kepala

desa dalam era otonomi daerah khususnya di desa komba kecamatan limbong

kabupaten. Luwu utara
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8.  BATASAN DAN RUMUSAN MASALAII

Berdasarkan  Penjelasan  di  atas  maka  secara  spesifik  permasalahan

penelitian

hi dijabarkan kedalam pertanyaan yaitu:

1.   Bagaimana Proses Pelaksanaan Fungsi dan Peran Kepala Desa dalam

Membsngun    Desa  Komba  Kecanratan  Limbong  Kabupaten  Luwu

Utara  ?

2.   Faktor Apakah yang Menjadi Penghambat Kepala Desa Komba dalam

Membina    Masyarakat  Desa  di  Desa  Komba  Kecamatan  Limbong

Kabupaten Luwu Utara  ?

C.  TUJUAN PENELITIAN

1.   Ingin  Mengetahui  Sejauh  mama  Pembangunan  di  Desa  Komba

Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara.

2.   Ingin  Mengetahui  Sejauh  mana  Pembinaan  Masyarakat  Desa  di

Desa Komba Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara.

D.  MANFAAT PENELITIAN

1.   Penelitian ihi diharapkan dapat memberikan sumbangan inforlusi

dan memperkaya khasanah ilmiah dalam lingkup ilmu administrasi

Negara     utamanya  dalam  ran8ka  membicarakan  tentang  peran

kepala  desa  di  era  otonomi  daeral  yang  kihi  berlangsung  di

Indonesia
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2.   Penelitian  ini  di   harapkan  dapat  menjadi  bahan  evalunsi  dari

kinelja   Kepala  Desa  Komba  Kecamatan  Limbong  Kabupaten

Luwu  Utara    yang  tentunya  hi  dapat  menjadi  masukan  yang

membangun denri kemajunn dari Desa Komban itu sendiri.

3.   Selanjutnya    manfaat    yang    diharapkan    berupa    pengetahunn

mengenai peran dan Fungsi Kepala Desa dalam Otonomi Daerah,

yang    dapat    dijadikan    acun    bagi    pihak-pihak    lain    yang

berkepentingan     untuk     penelitian     selanjutnya     yang     ingin

dikembangkan.

E.   KERANGKA KONSEPTUAL

Kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan

fungsi dan peran untuk mencapal desa yang berkembang dan mandiri, adapun

fungsi dan peran yang harus diemban kepala desa adalah:

I.   Memimpin desa

Kepala  Desa  harus  memiliki  kemampunn,  bakat,  kecakapan,

dan  sifat  kepemimpinan,  disamping  menjalankan  kegiatan-kegiatan,

fungsi dan tanggung jawab. Dari penjelasan di atas nraka Kepala Desa

harus  dapat menjalankan program pembangunan di Desanya jika dia

memiliki si fat-sifat dan syarat sebagai seorang perfumpin
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2.   Membangun desa

Dalam  rangka  pemerataan  pembangunan  keseluruhan  dalam

Wilayah pembangunan masyarakat desa  maka perlu dilanjutkan dan

ditingkatkan pembangunan Daerah dan pembangurran pedesaan yang

lebih  ditingkatkan  pada  peningkatan,   kesempatan  perlunsan  keria,

pembinaan dan pengembangan, lingkungan pemukirmn pedesaan yang

sehat    serta    peningkatan    kemampuan    penduduk    untuk    dapat

memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam pedesani dan perhatian

yang  lebih besar perlu  dil]erikan pada peningkatan pembangunn  di

pedesaan  dan  perhatian  yang  melalui   peningkatan  prasarana  dan

swadaya   masyarakat   Desa   serta   memanfaatkan   secara   nraksimal

sunber daya alam yang ada.

3.   Membina kehidupan masyarakat desa

Usaha  untuk  membina  masyarakat  desa  yang  dinraksudkan

untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial

masyarakat  desa  yang  merupakan  bagian  terbesar  dari  masyarakat

Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga

desa.   Dalam   prakteknya,   peran   dan   prakarsa   pemerintah   masih

dominan    dalam    perencanaan    dan    pelaksanaan    maupun    untck

meningkatkan  kesadaran  dan  kemampunn  teknis  warga  desa  dalam

pembangunn desa
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4.   Mengkordinasi pembangunan desa

Optimalisasi pembangunan sangat dipengaruli oleh bagaimana

fungsi  yang  dijalankan  oleh  pihak  pemerintah  sebagai  koordinator

pelaksanaan  pembangunan.  Dalam  hal  iri pemerintah  harus  mampu

mengkoordinasikan   berbagai   unit dalam   pemerintahan   agar   dapat

mendayagunakan   fungsi   mereka   dengan   baik   dan   memberikan

kontribusi yang nyata bagi proses pembangunn.

5.   Melaksanakan tugas atasan

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan difi,

sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah d£=``:

serta  penugasan  dari  Provinsi  atau  Kabupaten  kepada

menyelenggarakan   urusan   pemerintahan   dan   pembangunn \j;SfgT±\-¢-='-::

disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sunber daya

manusia     dengan    kewajiban     melaporkan    pelaksanaannya     dan

mempertang gungjawabkannya kepada yang memberi tugas.

Tugas  ini diselenggarakan karena tidak  semun wewenang  dan tugas

pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi

dan asas dekousentrasi.

Jika  kelima  fungsi  dan  peran  kelapala  desa  tersebut terlaksana  dengan

balk,   maka   desa   akan   mencapai   kesejahtraan   dan   akan   mampu   untuk

berkembang dan rmndiri.
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Namun  ada  beberapa  faktaor  pengahambat  sehingga  desa  tetap  jalan

ditempat  tetap  dalam  kemiskinan  serta  tidak  mampu  unfuk  berkembang,

kususnya    di    desa-desa    telpencil.    Faktor    tersebut    adalah,    kurangnya

sumberdaya  manusi  (sdm)  dan  infrastrktur  yang  sangat  sedikit  sehingga

pengembangan dasa terkendala.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka kouseptunl dalam penelitian

ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan berikut:

Proses kegiatan

Fungsi dan peran

kepala desa

1.     Memimpin desa

2.    Membangun desa
3.     Membina kehidupan

masyarakat desa
4.     mengkordinasi

pembangunan desa
5.    melaksanakan tugas

atasan

Faktor penghambat

1.    Sumberdaya manusia (sdm)

2.    [nfrastruktur

Sasaran

Desa yang

berkembang dan

mandiri
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F. METODE PENELITIAN

1.          Tipe penelitian

Tipe  penelitian  yang  akan  dipakai  dalam  penulisan  ini  adalah  deskriptif.

Dimana yang akan dapat menjelaskan dan menggambarkan evalunsi kinerja

kepala  desa  dalam  menjalankan  perannya  di  era  otonomi  daerah  di  desa

komba kecamatan limbong kabupaten luwu utara

2.          Jenis dan sumber Data

Dalam  penelitian  ini,  penulis  akan  menggunakan jenis  data  Primer.  Data

primer adalah data yang berasal dari pengunpulan data melalul penelusuran

dari berbagai sumber literatur yaitu berupa penelitian langsung ke lapangap

data dari pemerintahan setempat, dan sumber-sumber lain yang relevan.

3.          Teknik pengumpulan Data

•    Wawancara  (interview)  yaitu,  cara  memperoleh  data  dengan

melakukan    Tanya   jawab    kepada   responden   yang   telah

ditentukan

•    Observasi (pengamatan) yaitu, memperoleh data dan informasi

secara langsung pada objek yang akan diteliti

•    Questioner    (angket),    digunakan    untuk    memperjelas    dan

melengkapi data yang telah di peroleh
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4. Populasi dan sampel

a.   Populasi  dalam penelitian  ini  adalah keseluruhan  warga  desa

komba   kecamatan   limbong   kabupaten   luwu   utara   yang

beriumlah 84 FK

b.   Tekhik   penarikan   sampel   yang   digunalran   adalah   melalui

sampel  jenuh,  yaitu  keseluruhan  populasi  dijadikan  sampel,

sebanyak 84 K.

5.          Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang akan penulis  gunakan dalam penulisan ini  adalah

teknik  analisa  kunlitatif,  dimana  persoalan  digambarkan  berdasarkan  falm-

fakta yang ada.

G.   SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian dan analisa penelitian ini clan disusun dalam karya

tulis ilmiah (skripsi), dalam rancangan sistematika sebagai berikut :

•    Bab  pertama  yaitu pendahulunn yang berisi  latar belakang  masalah,

batasan   dan   rumusan   masalah,   tujuan   dan   kegunaan   penelitian,

kerangka kouseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan

•    Bab  kedua,  tinjauan  pustaka,  berisi  penelusuran  kepustakaan  dan

Ti:telat`]I torrfun8 housep evaluasi, fiungsi  dan peran kepala desa,  dan

Otonomi Daerah .

•    Bab ketiga, gambaran umum obyek penelitian, berisi profil dari hasil

tempat  penelitian  yalmi  desa  komba  kecamatan  limbong  kabupaten
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luwu  utara,   struktur  organisasi  kantor   desa  komba  dan  keadaan

pegawai pada kantor desa komba.

•    Bab  keempat,  yaitu  arralisis  penelitian  berisi  Dampak  dari  Otonorfu

Daerah  pada  kemajunn  desa  komba  kecamatan  limbung  kabupaten

luwu utara,  dan evalunsi dari Kineja kepala desa komba kecamatan

limbungkabupatenluwuutaradaritahun2010-2013dalammejalankan

fungsi dan peranya di era otonomi daerah.

•    Bab kelima, yaitu penutup berisi, kesimpulan dan saran-saran.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A.  PENGERHAN EVALUASI

Evalunsi   merupakan   kegiatan   yang   membandingkan   antara   hasil

implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untck meljhat

keberhasilannya.  Dari evalunsi kemudian clan tersedia informasi mengenai

sejauh rnana suatu kegiatan tertentu telah dicapai sehingga bisa diketahui bila

terdapat selisih antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil yang bisa

dicapai.

Adapun pengertian evaluns menurut para ahli:

REmENS&LELMAN,1978:Evalusiadalahsuatuprosesd;I;lil-``n=¥;3
merencanakapmemperoleh,danmenyediakaninformasiyangsahgft`[.i_`.'.::.`r,
diperlukan untuk membunt alternatif - alternatif keputusan

SUDTJONO, 1 996 ; Evaluasi pada dasamya merupakan penafsiran atan
intelpretasi yang bersumber pada data kuantitatif, sedang data kLrmtitatif
merupckan hasil dari pengukuran.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi , yarfu:

1.       Evalunsi adalah suntu proses bukan suntu hasil  toroduk).  Hasil yang

diperoleh  dari  kegiatan  evalunsi  adalah  kualitas  sesuatu,  balk  yang

menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai

pada pemberian nilai dan arti itu adalah evalunsi.  Membahas tentang

evalunsi     berarti      mempelajari     bagaimana     proses     pemberian

pertimbangan mengenai kualitas sesuatu.
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2. Tujunn evaluasi adalch untuk  menentukan kunlitas  sesuatu,  terutama

yang berkenaan dengan "nilai dan arti".

•     Pemberian    hilai    dilakukan    apabila    seorang    evaluntor

memberikan    pertimbangannya    mengenai    evalunn    tanpa

menghubun8karmya dengan sesuatu yang bersifat dari  lun.

Jadi,  pertimbangap yang diberikan  sepenuhnya berdasarkan

apa evalun itu sendiri.

•    Arti, berhubungan dengan posisi dan peramn evalunsi dalam

suntu konteks tertentu.

Dalam proses evaluasi harus ada pemberian pertimbangan 0.aidgeme#f)

yang  merupakan kousep  dasar  dari  evaluasi.  Melalui  pertimabangan

inilah ditentukan nilai dan arti/makna dari sesuatu yang dievalunsi.

Pemberian pertimbangan  tentang nilal  dan arti  haruslah berdasarkan

kriteria tertentu.  Tanpa kriteria yang jelas, pertimbangan nilai dan arti

yang  diberikan  bukanlah  suatu  proses  yang  dapat  diklasifikasikan

sebagai  evaluasi.  Kriteria  ini  penting  dibunt  oleh  evaluntor  dengan

pertimbangan:

•     Hasil evalunsi dapat dipertanggungjawabkan secara ilrfuah.

•     Evaluntor lebih percaya diri.

•     Menghindari adanya unsur subjektivhas.

•     Memungkinkan hasil evaluasi akan sama, sekalipun dilakukan

pada walchi dan orang yang berbeda.
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•    Memberikan   kemudahan  bagi   evaluntor   dalam   melakukan

penafsiran

a.   FUNGSI DAN PERAN KEPALA DESA

1.   MemimpinDesa

Berbicara tentang perimpin,  maka yang  termasuk  pemimpin bukan

hanya semata-mata ditujukan kepada pemerintah saja, namun yang dikatakan

sebagai   pemimpin   adalah   semun   orang-orang   yang   diserahi   tugas   dan

tanggung jawab seperti halnya bapak/ibu dalam rumah tanggapun j uga disebut

penrimpin.

Kepala Desa harus  menriliki kemampuan,  bakat,  kecakapan,  dan  si fat

kepemimpinan,    disamping    menjalankan    kegiatan-kegiatan,    fungsi    dan

tanggung  jawab.  Dari  penjelasan  di  atas  maka  Kepala  Desa  haus  dapat

menjalankan program pembangunan di Desanya jika dia memjliki sifat-sifat

dan syarat sebagai seorang perimpin.  Sebagaimana yang dijelaskan oleh S.

Prayudi Atmosudirdjo (2002:212) bahwa seorang peminpin harus memiliki 4

(elnpat) syarat pokok yarfu:

a.   Pemimpin    harus     peka    terhadap     iklim    lingkungannya,     hanrs

mendengarkan saran-saran dan pandangan-pandangan dari pada orang

disekitamya yang dia ketahi mempunyai banyak pengalamarmya yang

relevan dengan tugas yang dia emban.

b.   Perfumpin   harus    menjadi   teladan   dalam   lingkungannya,   paling

sedikinya  dia  harus   menyadari  kekurangannya  dan  menjadi   suri
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tauladan    mengenai    segala    apa    yang    ia    instruksikan    kepada

bawaharmya.

c.   Penrimpin  harus  bersikap  dan  bersifat  setia  kepada  janjinya,  setia

kepada    organisasinya,    setia    kepada    atasamya,    setia    kepada

bawaharmya,  setia  kepada  mission  atau  tugasnya  serta  setia  kepada

pemerintahannya dan sebagainya.

d.   Pemimpin harus  mampu mengambil  keputLisap  artinya haus  cakap,

mampu,  pandal  mengambil   keputusan   setelah  semun   faktor  yang

relevan diperhitungkan.

Berdasarkan  dari  kutipan  di  atas,  jelaslah  kepenrimpinan  Kepala  Desa

sangat  diharapkan  oleh  pemerintah  sekarang  seperti  kepemimpinan  yang

Pancasilais  sejati,  bukanlah  kepemimpinan  yang  bersifat  ogal-ogalan,  akan

mudah dipengamhi oleh hal-hal yang bersifat merusak.

Untuk dapat mengusahakan orang lain bekelja sama dengarmya,  maka

seorang pemimpin dapat menggunakan kewibawaan tertenti+  atau diberikan

wewenang formil tertentu.

Hal  ini  memerlukan  segi kepemimpinan yang  sedikit berbeda dengan

instansi  lain  karena  kepemimpinan  Kepala  Desa  harus  peka  terhadap  segi

politik  masyarakat.   Untuk  menggerakkan  hal-hal  tersebut,   maka  kunlitas

keperimpinan  yang  sedikit  harmonis  dalam birokrasi  pemerintahan  sangat

diperlukan  Apalagi  untuk tugas-tugas  atau kegiatan-kegiatan pembangunan

dari pemerintahan yang bersifat baru.
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2.   Membangun Desa

Pembangunan  Desa  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam

pelaksanaan  pembangunan  Nasional.  Hal  ini  bukan  dikarenhan  sebagian

besar rakyat Indonesia  tinggal  di  pedesaap  akan tetapi  lebih jaul dari  itu,

Desa   dan   masyarakatnya   sebagian  besar   masin   hidup   dalam  belenggu

kemiskinan     dan     keterbelakangan     yang     merupakan     sasaran     pokok

pembangunn Nas ional.

Dalam  rangka  pemerataan  pembangunan  keseluruhan  dalam  Wilayah

pembangunan   masyarakat   Desa   atau   khususnya   Pemerintah   Republik

Indonesia, maka perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pembangurian Daerah dan

pembangunan pedesaan yang lebih ditingkatkan pada peningkatan pembinaan

dan   pengembangan,   lingkungan   pemukiman   pedesaan   yang   sehat   serta

peningkatan  kemampuan  pendudck   untuk   dapat  memanfaatkan   sunber-

sumber  kekayaan  alam  pedesaan   dan  perhatian  yang   lebih  besar  perlu

diberikan  pada  pehingkatan  pembangunan  di  pedesaan  dan  perhatian  yang

melalui    peningkatan   prasarana    dan    swadaya    masyarakat   Desa    serta

memanfaatkan secara maksimal sumber daya alam yang ada.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Undang-Undang  Nomor   32   Tahun   2004   Tentang  Pemerintahan  Daerah

disebutkan bahwa Desa atau disebut dengan  nana  lain  selanjutnya  disebut

Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  menriliki  batasan-batasan

wilayah   yang   berwenang   untuk   mengatur   dan   mengurus   kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat  istiadat setempat yang
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diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatun Republik

Indonesia.   Selanjutnya   Undang-Undang   Nomor   8   Tahun   2005   tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerch mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada Desa

dapat  diberikan  penugasan  atapun  pendelegasian  dari  pemerintah  ataupun

pemerintah daerah untuk  melaksanakan urusan pemerintah tertentu.  Sedang

terhadap Desa diluar Desa gineologis yaitu Desa yang bersifat adninistratif

seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran Desa atau kerena trausmigrasi

ataupun  karena  alasan  lain  yang  warganya  pluralistis,  majemuk  ataupun

heterogen,   maka   otonohi   Desa   yang   merupakan   halt   wewenang,   dan

kewajiban  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan

kepentingan masyarakat berdasarka hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya

yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untck tumbuh dan

berkembang  mengikuti  perkembangan  Desa  itu  sendiri.  Dengan  demikian

urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Desa  mencakup  urusan

pemerintahan   yang   sudah   ada   berdasarkan   hak   asal-usul   Desa,   tirusan

pemerintahan  yang  menjadi  wewenang  Kabupaten  /  Kota  yang  diserahkan

pengaturarmya   kepada   Desa,   tugas   pembantuan   dari   pemerintah   dan

Pemerintah   Daerah,   urusan   pemerintahan   lainnya   yang   oleh   peraturan

perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

Dalam   rangka   melaksanakan   urusan   pemerintahan   yang   menjadi

kewenangan  Desa  dan  untuk  peningkatan  pelayanan  serta  pemberdayaan

masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan
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asli  Desa,  bagi  hasil  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  Kabupaten  /  Kota,

bagian dari dana perimbangan keunngan pusat dan daerah yang diterima oleh

Kabupaten / Kota bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah

dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber  pendapatan  yang  berasal  dari  bagi  basil  pajak  daerah  dan

retribusi daerah kepada desa paling sedikit  10% (sepuluh per seratus) dilunr

upah pung`rty dan bagian dari dana perimbangan keunngan pusat dan daerah

yang diterima oleh Kabupaten / Kota diberikan kepada Desa paling sedikit

10%  (sepulch per  seratus),  sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi  kepada

Desa  diberikan  sesuni  dengan  kemampunn  dan  perkembangan  keungan

provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untck percepatan atau

akselerasi pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan

oleh Desa berasal  dari  Badan  Usaha  Milik  Desa,  pengelolaan  pasar  Desa,

pengelolaan kawasan wisata skala Desa,  pengelolaan galian c  dengan tidak

menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan Desa

pada   khususnya   merupakan   salah   satu   fakeor   yang   sangat   menentckan

keberhasilarmya   adalah   peranan   Kepala   Desa   dalam   menjalankan   roda

Pemerintah.   Hal   ini   erat   kaitannya   dengan   pola   kepemimpinan   yang

dijalankan.

Kepala Desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kegairahan

masyarakat  untuk  berpatisipasi  dalam  pembangunan.   Kemampuan  untck

mempengaruhi masyarakat merupckan suatu fakeor yang sangat menentukan
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pembangunanyangadadidaerahkekuasaannya,denrikianjugakedudukannya

sebagal  kepala  pemerintahan  bertanggung jawab  terhadap  terselenggaranya

pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal  in melibalkan

parapembantu-pembantunyadenganaktifsesunidengantugasmasing-masing

serta  bagaimana  memotivasi  masyarakat  agar  mereka  mau  untuk  berperan

aktif    secara    telpadu    bekeria     sama     antara    Kepala    Desa    beserta

mendayagunakan   orgahisasi-organisasi   kemasyarakatan   sebagai   fungsinya

untuk mencapai hasil pembangunan yang telah diprogramkan.

Sebagai prinsip pembangunan Desa adalah dari, untuk, dan oleh rakyat

oleh karena itu hasilnyapun harus dinikmati oleh selul masyarakat.  Selain

itu  pembangunan  Desa  tidak  dimaksudkan  hanya  until  dinikmati  oleh

segelintir    masyarakat    dan    juga    bagaimana    perarm    Kepala    Desa

menggerakkan, memotivasi seluruh masyarakat untuk melibatkan diri secara

aktif dalam proses perfuangunan. Hal ini bisa terwujud apabila selul lapisan

masyarakat diikutsertakan mulai dari perencanaan, pe]aksanaan, pengendalian,

dan mengevalunsi kembali  hasil  pembangunan yang telah dicapai  di  dalam

wilayahaya.

3.   Membina Kehidupan Masyarakat Desa

Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat  adalah  sekelompok  orang  yang  memjliki  perasani  sarna  atau

menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-

kepentingan yang  sama,  perasaan mehilikL  dan biasanya  satu tempat yang

Sarm
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(Suriadi,   2005:   41).   Menun   kodratnya,   manusia   tidak   dapat   hidup
menyendiri,  tetapi  harus  hidup  bersarm atau berkelompok  dengan  manusia

lain yang dalam hubungarmya saling membantu untuk dapat mencapai tujunn

hidup  menurut  kemampunn  dan  kebutuharmya  masing-masing  atau  dengan

istilah lain adalah saling berinteraksi.

PP No.  72  Tahun 2005  Tentang Desa Pemberdayaan Masyarakat  memiliki

makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

di   desa   ditujukan   untuk   meningkatkan   taraf  hidup   dan   kesejahteraan

masyarakat melalui penetapan kebijakan,  program dan kegiatan yang sesuni

dengan eseusi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

'`:+:,aeg

Menurut  Undang  Undang  No    32   Tahun  2004   dijelaskarty  \dyiJa±h=~¥?jf
i            .I.,,`

penyelenggaraan pemerintahan desa diberfuk Badan Permusyawaratan Desa=.TT=.\±:

@PD). Badan ini berfungsi melindungi berbagal adat istiadat dan menetapkan

peraturan desa bersama kepala desa.  Selain itu, BPD berfrogsi mermmpung

dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  desa  selta  melakukan  pengawasan

terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.   Anggota  BPD  ialah  wakil

penduduk  desa  bersangkutan.  Mereka  ditetapkan  dengan  cara  musyawarah

untuk mencapai mufckat.

Di desa dibentuk juga beberapa lembaga kemasya rakatan.  Lembaga

kemasyarakatan ditetapkan oleh peraturan desa. Pembentukamya berpedoman

pada  peraturan  perundang  -   undangan.   Tugas   lembaga  tersebut  adalah

membantu pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat desa. Misalnya,

PKK merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang
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memadukan   kegiatan  pemerintahan   desa   yang   dilakukan   secara   gotong

royong.

Anggota PKK terdiri atas ibu - ibu rumah tangga di suatu desa. Ketun

PKK biasanya dijabat oleh istri kepala desa atau lurah.

PKK     ber     tujunn      memberdayckan     kelunrga,      meninghatkan

kesejahteraan,  dan kemandirian keluarga.  Misalnya,  PKK  memberi bantunn

sosiaL     pelatihan    keterampilan,     pos     pelayanan    terpadu    (Posyandu),

memberikan bantuan beasiswa, atau mengadakan pengobatan gratis.

4.   Mengkordinasi pembangunan Desa

Dalam hal fungsi Kepala Desa sebagai Kordinator sangat menentukan

keberhasilan    setiap   program   dan   rancangan   pembangunan   yang   telah

djrencanakan sebelumnya.  O]eh karena jtu fungsi  ini harus bisa di.laksanakan

dan diinplementasi oleh seorang Kepala Desa agar apa yang menjadi tujunn

bersama  dapat  tercapai.   Fungsi  Kepala  Desa  sebagai  perantara  meliputi

beberapa  aspek  diantaranya:  (I).  Kepala  Desa  harus  bisa  menjadi  seorang

yang  tanggap  terhadap  permasalahan  yang  timbul  di  daerah  kekusanrmya

mencakup pembangunan baik yang berupa fisik maupun non fisik (2). Kepala

Desa     harus     bisa     memediasi     dan     mencari     solusi     dalam     setiap

permasalahan/konflik  yang  ada  dalam  masyarakat  sehingga  menimbulkan

pelpecahan dan hilangnya rasa integritas.

Dengan adanya berbagai problem yang timbul dalam pemerintahan Desa

khususnya Kepala Desa, maka seorang Kepala Desa han]s bisa menyelesaikan
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hal-hal yang menjadi fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam mermnggapi dan

menyelesaikan  setiap  permasalahan  Kepala  Desa  harus  berlaku  adil,  tidak

boleh melihat dan merilai seseorang berdasarkan status sosial. Azas keadilan

perlu difahami dan direalisasikan dalam kehidupan nyata.

5.   Melaksanakan Tugas Atasan

Pembagian wilayah  administrasi pemerintahan di Indonesia berdasarkan

Pasal   18  Undang-Undang  DasaT   1945  beserta  penjelasannya  menegaskan

bahwa  pembagi.an  daerah  Tndonesja  atas  daerah  besar  dan  kec].I,  dengan

bentuk  dan  susunan  pemerintaharmya  ditetapkan  dengan  undang-undang.

Daerah Indonesia  akan dibagi  dalam Daerah Propinsi  dan Daerah Propinsi

akan   dibagi   dalam   daerah   yang   lebih   kecil,   dengan   mengingat   dasar

permusyawaratan dalam  sistem pemerintahan  negara  dan hak-hak  asal usul

dalam  daerah  yang  bersifat  istimewa.  Negara  Republik  Indonesia  sebagai

Negara  Kesatuan  dalam  penyelenggara  an  pemerintaharmya  menggunkan

asas  desentralisasi,  dekousentrasi  dan  tugas  pembantunn.  Penyelenggaraan

asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan

Pemerintah  kepada  Daerah  dan  Desa  serta  penugasan  dari  Provinsi  atau

Kabupaten kepada Desa untuk  menyelenggarakan urusan pemerintahan dan

pembangunan yang disertai dengan pembiayaan,  sarana dan prasarana,  serta

sumber  daya  manusia  dengan  kewajiban  melaporkan  pelaksananmya  dan

mempertang gungjawabkannya kepada yang memberi tugas.
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Tugas   ini  diselenggarakan  karena  tidak  semun  wewerrang  dan  tugas

pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas  desentralisasi dan

asas dekousentrasi.

Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisieus i

dan  efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan,  pengelolann  pembangunn,

dan   pelayanan    umum.    Tujuan    pemberian    tugas    Pembantunn   adalah

memperlancar   pelaksanaan   tugas   dan   penyelesaian   perlusalahan   serta

membantu pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa.

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Daerah  dan

Desa nell.putl. sebagjan tugas bidang poll.tl.k luar negerj, pertahanan keamanan,

peradilan,  moneter  dan  fiskal,  agama  dan  kewenangan  bidang  lal.n  yaknl.

kebijakan  tentang  perencanaan  nasional   dan  pengendalian  pembangunn

secara makro,  dana perimbangan  keunngan,  sistem administrasi  negara  dan

lembaga  perekonomian negara,  pembinaan  dan pemberdayaan sunber  daya

manusia,   pendayagunaan   sumber  daya  alam  serta  teknologi  tinggi  yang

strategis, kouservasi, dan standarisasi nasional.

Tugas pembantuan yang  diberikan oleh Provinsi sebagai Daerch Otonom

kepada Desa meliput sebagl.an tugas dalam bjdang pemerjntahan yang bersifat

lintas Kabupaten  dan Kota, serta sebagian tugas pemerintahan  dalam bidang

tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau

belum  dapat  dilaksanakan  oleh  daerah  Kabupaten  dan  Kota,   sedangkan
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sebagal   wilayah   administrasi   mencakup   sebagian   tugas   dalam   bidang

pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubemur sebagai wakil Pemerintah.

TugasPembantuanyangdiberikanolehKabupatenkepadaDesamencckup

sebagian  tugas  bi.clang  pemerintahan  yang  menjadl.  wewenang  Kabupaten

termasuk  sebagjan  tugas  yang  wajib  dl.laksanakan  oleh  Kabupaten  mel].putI.

pekejaan    umum,    kesehatan,    pendidikan    dan   kebudayaan,    pertahian,

perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup,

pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

C.  DESA DAN OTONOMI DAERAII

I.   Pengertian Desa

Desa adalah bentuk pemerintahan terkeeil yang ada di pgggri ini. Luns

wilayah desa biasanya tidak terlalu luns dan dihuni oleh sejunlah kelurga.

Mayoritas penduduknya bekeria di bidang agraris dan tingkat pendidikarmya

cenderung rendah.  Karena jumlah  penduduknya tidak begitu banyak,  maka

biasanya   hubungan   kekerabatan   antarmasyarakatnya   terialin   kunt.   Para

masyarakatnya juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang

ditinggalkan para leluhur mereka.

Berikut ihi adalah pengertian dan definisi desa:

UU No. 5 Tahun 1979, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh

sejumlah  penduduk   sebagal   kesatuan  masyarakat  temasuk  di   dalamnya

kesatuan  masyarakat  dan  hukum yang  mempunyal  organisasi  pemerintalran
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terendah  langsung  di  bawch  carat  dan  berhak  menyelenggarakan  runah

tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republiklndonesia

SUTARDJO KARTODIKUSUMO  :  "Desa adalch suatu kesatun hukun di
nana   bertempat   tinggal   suatu   masyarakat   yang   berkunsa   mengadckan
pemerintahan sendiri".

Menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa,

disebutkan  bahwa Desa  adalah kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki

batas   batas   wilayah   yang   berwenang   untuk   mengatur   dan   mengurus

kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asal-usul  dan  adat istiadat

seterapat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara

Kesatuan  Republik  Indonesia.Desa  bukanlah  bawahan  kecamatan,  karena

kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa

bukan merupakan bagian dari perangkat daerah.  Berbeda dengan Kelurahan,

Desa   memiliki   hak   mengatur   wilayahnya   lebih   lugs.    Namun   dalam

perkembangarmya,    sebuah   desa    dapat   ditingkatkan    statusnya    menjadi

kelurahan.

2.   Pengertian otonomi Daerah

Secara     etimologi,      istilah     "otonomi"      berasal     dari     bahasa

lati.n, a#for yang berarti Lqe#c7jrj, dan #omo.T yang berarti af#rcr#.

Berdasarkan   etl.mologi   tersebut,   otonomi   dapat  dl.artikan   sebagai

mengatur  atau  memerintah  sendiri.  Jadi, pengertian  otonorfu  daerah adalah

pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab  dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah.
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Sebelum   dil]erlakukarmya   otonomi   daerah   seluruh   pemerintahan

daerah  di Indonesia begitu  saja  menerima  program  dari  pemerintah  pusat

sehingga  ada  keseragaman  program  di  setiap  daerah.  Akan  tetapi,  setelah

adanya   otonomi   daerah,   daerah   memiliki   kewenangan   untck   mengatur

daerahnya sendiri.

Menurut Undang-Undang No.  32  Tahun 2004  tentang Pemerintahan

Daerah, pengertian  otonomi  daerah  adalah wewenang daerah otonom  untck

mengatur dan menguris urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah

pusat   dan   kepentingan   masyarakat   setempat   menurut   prakarsa   sendiri

berdasarkan    aspirasi    masyarckat    sesuni    dengan   peraturan   perundang-

undangan.

Beberapa pengertian otonomi daerah menurut beberapa pakar, antara lain:

Menurut  F.  Sugeng  Istianto,  otonomi  daerah  adalch:  "IIak  dan  wewenang
untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah"
Sedangkan, Pengertian Otonomi Daerah menurut Ateng Syarifuddin, adalah:
Otonomi   mempunyai   makna   kebebasan   atau   kemandirian   tetapi   bukan
kemerdekaan   melainkan   kebebasan   yang   terbatas   atau   kemandirian   itu
terwujud pemberian kesempatan yang harus dapat dipeltanggungjawabkan"

Dapat  dl.1ihat  bahwa  secara  umum  definjsj  yang  diberikan  oleh  para

ahli atau pakar mengenal otonomi daerch memiliki kesamann. Jika pengertian

tersebut diran8kum, maka akan tampak unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama : adanya kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah

daeral untuk mengurus atau mengatur sendiri daerahnya.
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Kedua  :  kebebasan  atau  kewenangan  tersebut,  merupakan  pemberian  dari

pemerintah  pusat  dan  karenanya  harus  tunduk  pada  peraturan  perundang-

undangan yang lebih tinggi atau secara nasional.

Ketiga  :  kebebasan atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat

kepada  pemerintah daerah bertujun untuk kemudahan pemanfaatan potensi

lokal dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

NegaraRepublik Indonesia  sebagal  negara  kesatuan  menganut  asas

desentralisasi   dalam  penyelenggaraan   pemerintahan,   dengan   memberikan

kesempatan dan keleluasann kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi

daerah. Kebijakan desentralisasi yang diwuj udkan dalam pembentukan daerah

otonom dan penyelenggarann otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat

terwuj udnya kes ej ahteraan masyarakat.

Menurut undang-Undang    No.     32    Tahun2004, prinsip    penyelenggarani

pemerintahan daerch menggunakan asas-asas sebagai berikut:

•     Asas  Desentralisasi: Penyerahan wewenang  oleh pemerintahan  pusat

kepada   daerah   otonom   untuk   mengatur   dan   mengurus   urusan

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

•     Asas  Dekousentrasi: Pelimpahan  wewenang  oleh  pemerintah  pusat

kepada  gubemur  sebagai  wakil  pemerintah  pusat  dan/atau  kepala

iustausi±zeEi!Ea±di     wilayah     tertentu     untuk     mengurus     urusan

pemerintahan.
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•    Asas  Tugas  Pembantunn: Penugasan  dari  pemerintah  pusat  kepada

daerah    dan/atau    desa    dan    dari    pemerintah    provinsi    kepada

kabupaten/kota dan desa serta dari pemerintah kabupaten/kota ke desa

untuk   melcksanakan  tugas   tertentu   dalam  jangka   waktu  tertentu

disertai pendanaan dan dalam hal tertentu disertai sarana dan prasarana

sefta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan

danmempertanggungjawabkankepadayangmenugaskan.

Undang-Undang    Dasar    1945    merupakan    landasan    kua

menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewe

luns,  nyata,  dan bertanggung jawab  kepada  daerah,  sebagaimrfu}'

dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun tujuan pemberian otonori daerah adalah untuk memberdayakan

daerah     dalam     bentuk     meningkatkan     pelayanan,     perlindungan,

kesejahteraan,    prakarsa,    kreativitas,    dan    peran    serta    masyarakat

menumbuhkembangkan    demokrasi,    pemerataan    dan   keadilan    serta

persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasioanal dengan mengingati asal-usul

suatu daerah,  kemajemukan dan karakteristik,  serta poteusi  daerah yang

bermuara  pada  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  dalam  sistem  Negara

Kesatuan Republik Indonesia.
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5.   Kounoslsl PEGAWAI

a.   Junlah pegawai

Berdasarkan  data  dari  bagian  administrasi  dan  kepegawaian

kantor  desa  komba, jumlah  pegawai  pada  kantor  tersebut  adalah  7

orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4

Jumlah Pegawai Pada Kantor Desa Komba Berdasarkan Jabatan

No, Jabatan Jumlah Pegawai

1. Desa 1 Orang

2. Sekertaris

3. Kaur Keunngan 1  Orang

4. Kaur Umum I Orang1OrangIOrang

5. Kaur Pe merintahan

6. Kaur Pe mbangunn

7. Kepala Dusun Komba 1  Orang

8. Kepala Dusun Pelawean 1  Orang

9. Kepala Dusun Lasa 1  Oran8

JumLah Pegawai 8 Orang

Sumber: Kantor Desa Komba tahun 2013
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b.   Tingkat pendidikan pegawai

Salah satu indikator untuk mengetahui kunlitas pegawai adalah

dengan    melihat    latar   belakang    pendidikan    formal    yang   telah

diperolehnya.   Sehubungan  dengan  pegawai  yang  ada  pada  Kantor

Desa  Komba,  tingkatnya  pendidikan  formal  yang  diperoleh  dapat

dilihat pada table berikut:

Tabel 5

Tingkat Pendidikan di Kantor Desa Komba Kecamatan Limbong

No. Tingkat Pendidikan Frekuensi

1. SNI 4

2. SRA 3

Sumber: Kantor Desa Komba tahan 2013
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.  Pembangunan di Desa Komba

Pembangunan  di  Desa  Komba  meliputi  bidang  pengairan  kesawah-

sawahwarga,jalantahi,jembatangantungdanSNI'SatuAtapLimbong

Menurut    wawancara    dengan    Kepala    Desa    Komba     tentang

pembangunan  infrostmktur  tersebut  diatas,   dianggap  telah  berhasil  di

keriakan.

"sejauh  ini  pembangunan  yang  telah  berhasil  kanri  keriakan  meliputi

berbagai  sektor,  seperti  membangun  penampungan  air  di  Sawah  warga,
agar pengairan kesawal-sawa warga lancar, membangun dan merabat beton
jalan   tani   agar   tidak   longsor,   membangun  jembatan   gantung   yang
menghubungkan  antar  dusun  dan  membangun  sekolah  Sum  satu  atap
Limbong.  Alhamdulillah,  apa  yang  telah  berhasil  karfu  bangun  di  Desa
Komba ini  telah mendapatkan respon yang sangat baik  dari Masyarakat,
semoga   kedeparmya   kami   bisa   mengembangkan   lagi   dan   membunt
bangunan-bangunan baru yang tentu saja bermanfaat bagi Masyarakat di
Desa Komba ini". (18 Maret 2014)
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Terkait  dengan  pembangunan  pengairan  kesawah-sawah  warga  diperoleh

persepsi masyarakat seperti tabel berikut:

Tabel 6.

Tanggapan Responden terhadap pengairan kesawah-sawah warga di

Desa Komba Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara

No, Kriteria tanggapan Frekuensi Prosentase (%)
1 2 3 4
1 Sangat Berrmnfaat 69 86
2 Bermanfaat 11 9
3 Cukup Bernranfaat 4 5

4 Kurang Bermanfaat - -

5 Tidak Bermanfant -
-

Jundah 84 KK. 100
Sumber Data: Data Questioner dari Iiespond;nir36Ji4

Berdasarkan   tabel   tersebut   di   atas,   maka   tampak   bahwa   persepsi

Responden terhadap pembangunan pengairan kesawah-sawah warga di Desa

Komba sebagai berikut : sejumlah 69 KK atau 86 % responden menilai sangat

bermanfant  sebanyak  11  KK  atau  9  %  responden  merilai berrranfant,  dan

sejumlah 4 KK atau 5  % responden memberi tanggapan cukup bermanfaat.

Dengan demikian pembangunan pengairan kesawah-sawa sangat bermanfaat

bagi para warga

Menurut  wawancara  dengan  ketua  kelompok  tani  dipeoleh  persepsi

bahwa   pembangunan   pengairan   sawch   sangat   mendckung   peningkatan

produks i pertanian

"kami   sangat  berterima   kasi   kepada  Pemerintah  Desa  kususnya

Kepala  Desa,  karena  dengan  adanya  pengairan  ke  sawah-sawali  warga,
sawch  kami  kini  tidak  kekeringan  lagi  dan  hasil  panen  mehingkat  dari
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musim panen sebelumnya kami berharap agar ini beljalan terus walaupun
Kepala Desa berganti.(Maskir 19 Maret 2014).

Pembangunan jalam  tani  menurut  persepsi  nrasyarakat  dilihat  pada

tabel berikut:

Tabel 7.
Tanggapan Responden terhadap Jalan fani warga di Desa Komba

Keeamatan Limbong EinbImtRE[IIarau Liml)Ong lraDupaten Luwu utara
No, Kriteria tanggapam Frekuensi Prosentase (%)

1 2 3 4
1 Sangat Berrmnfaat 70 85
2 Bermanfrot 10 10

3 Cukup Berrunfaat 4 5

4 Kurang B ermanfaat - -

5 Tidak Bermanfaat -
.

Jumlah 84 KK. 100
Sunber I)ata: Data Questioner dari liespond;n[3trJi4

tL

Berdasarkan  tabel  tersebut  di   atas,   maka  tampak  bahwa  tanggapan

Responden  terhadap  Jalan  tani  warga  di  Desa  Komba  sebagai  berikut  :

sejumlah 70 KK atau 85 % Responden menilai sangat bermanfaat, sebanyak

10 KK atau  10 % Responden mehilai bermanfaat,  sejrmlah 4 KK atau 5  %

Responden  memberi  tanggapan  cukup  bermanfaat.  Dri     prosentase  keria

Kepala Desa tersebut  diatas,  dapat  lihat bahwa Kepala Desa sangat efektif

dalam menjalankan pembangunan Jalan tani di Desa Komba.

Hasil   wawancara   peneliti   dengan   tokoh   Masyarakat   memberikan

tanggapan  bahwa  jalan  tani   memberikan   mafant  yang   sanga  baik  bagi

usyarakat Desa.

Berikut wawancara peneliti kepada Salah satu nrasyarakat:
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"dengan adanya jalan tani di Desa Komba, jalan yang menghubungkan

kami  ke  Sawah  dan  Kebun-kebun  sangat tersa  manfaatnya  dan  sudah
sangat    mudah   dilalului    oleh   sepeda    motor,    dirmna    sebelurmya
masyarakat harus berjalan kaki untuk sampai ke sawah atupun kebng kini
Alhamdulillah tidak  lagi  demikian,  apalagi jalan tani  ini  dirabat beton
sehingga sangat memudahkan kami untuk saling membantu mengankat
hasilpanenkamijikamusimpanentiba".(Amban19Maret2014)

Pembangunan Jembatan Gantung menurut persepsi masyarakat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 8.
Tanggapan Responden terhadap Jembatan Gantung di Desa Komba

Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara
No. Kriteria tanggapan Frekuensi Prosentase (%)4

1 2 3
1 S angat Bermanfaat 75 90
2 Bermanfaat 5 5
3 Cukup Bermanfaat 4 5
4 Kurang Bermanfaat - -

5 Tidak Bermanfaat -
-

Jumlah 84 KK. 100
Sumber Data: Data Questioner dari RespondwiTtrli4

Berdasarkan  tabel  tersebut  di  atas,   maka  tampak  bahwa  tanggapan

Responden  terhadap  Jembatan  Gantung  di  Desa  Komba  sebagai  berikut  :

sejumlah 75 KK atau 90 % Responden menilai sangat bermanfaat, sebanyak 5

KK  atau  5  %  Responden  menilai  bermanfaat,  sejumlah  4  KK  atau  5  %

Responden memberi tanggapan cukup bermanfaat. Dapat disimpulakan bahwa

prosentase  ker].a  Kepala  Desa  tersebut  diatas,  terlihat  bahwa  Kepala  Desa

sangat efektif dalam menjalankan pembangunan Jembatan Gantung di Desa

Komba.
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Sejalan  dengan  respon  masyarakat  diatas,  wawancara  peneliti  dengan

kepala   dusun   lasa   sangat   berterimakasi   karena   pembangunn  jembatan

gantung telah dirasakan manfantnya oleh warga Desa.

"saya   sangat   berterimakih   kepada   Kepala   Desa,   sebeluni   adanya

jembatan  gantung,  kahi  dari  dusun  lasa  harus  melewati  sungai  untck
sampai ke dusun komba dan pelawean jika ada pertemunn perangkat desa
dan  pertemun  selunh  masyarakat  desa  serta jika  musin  panen  tiba,
karena  pusat  pemerintahan  Desa  berada  di  dusun  Komba  dan  Dusun
Pelawean dan pertanian kami sebagian ada di dun dusun tersebut, begitu

juga  dengan  anak-anak  kami  dimana  seperti  kita  tahu  bahwa  sekolah
letaknya di dusun komba jadi anak-anak kami setiap hari harus melewati
sungai  untuk  bisa  bersekolah.  kalau  air  sungai  lagi  kencang  mereka
terpaksa tidak kesekolah karena takut terbawa arus, tapi setelah dibangun
jembatan gantung di dusun lasa trausportasi kami ke dun dusun sangat
mudah, jadi kalau ada pertemuan masyarakat desa dam musim panen tiba,
kami tidak  susah  lagi  menyebrangi  sungai untuk  sampai ke  dun dusun
tersebut". (Ardi 20 Maret 2014)

Adapun dengan pembangunan  SMP Satu Atap Limbong diperoleh

persepsi masyarakat seperti tabel berikut:

Tabel 9.
Tanggapan Responden terhadap Sekohh SMP Satu Atap Limbong di

KbKLiesa JlomDa Jfecamatan Jim bong Kabupaten Luwu Utara
No. Kriteria tanggapan Frekuensi Prosentase (%)

1 2 3 4
1 Sangat Bermanfant 70 85
2 Bermanfaat 10 10

3 Cukup Bermanfaat 4 5

4 Kurang Bermanfaat - -

5 Tidak Bermanfaat -
-

Junlah 84 KK. 100
Sumber Data: Data Questioner dari Responden  2014

ta   L'   b

Dari  tabel  tersebut  di  atas,  malra  tampck  terlihat  persepsi  Responden

terhadap Sekolah SM' Satu Atap Limbong di Desa Komba sebagai berikut
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:  sejumlah  70  KK  atau  85  %  Responden  menilai  sangat  bermanfant,

sebanyak  10  KK  atau  10  % Responden menilai  bermanfaat,  sejumlah 5

KK   atau   5   %   Responden   memberi   tanggapan   cukup   bermanfant.

Berdasarkan prosentase kelja Kepala Desa tersebut diatas, terlihat bahwa

Kepala  Desa  sangat  efektif dalam  menjalankan pembangunan  di  sektor

pembangunan Sekolah Snm Satu Atap Limbong di Desa Komba.

Dari wawancara penelit  kepada Kepala Sekolah SDN Komba. sekaligus

tokoh pemerhati pendidikan, dimana peneliti menanyakan tentang "bagaimara

tanggapan  bapak  terkait  dengan  pembangunan  yang  telah  Kepala  Desa

lakukan kususnya di bidang pendidikan" :

"Pemerintah  Desa  Komba,  sungguhlah  sangat  besar  pelianannya  dalam

mengembangkan berbagai kegiatan yang ada di desa kalni, dan yang sangat
kami  kagumi  adalch  pembangunan  sarana  pendidikan  yang  sudah  lama
kami  impikan  khususnya  pembangunan  gedung  sekolah  setingkat  SMP,
sehingga   mengurangi   beban   biaya   dan   resiko   anak-anak   kami   tidak
bersekolah, yang tadinya putus sekolah setelah tarnat SD. Karena SM' jauh
dari desa kami, sekarang tidak lagi karena Shn sudah ada di desa kami"
Kami  berharap  semun  bidang  juga  bisa  dibangun  terutama  sarana  dan
prsarana olahraga"(Junait 21 Maret 2014).

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan

bahwa Kepala Desa cukup memberikan jalan keluar atau solusi terhadap

permasalahan yang dihadapi oleh warganya.
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8.    Pembinaan Terhadap Masyarakat Desa di Desa Komba

Tidak jauh beda dengan Pembangunan  di Desa Komba,  Pemerintah

Desa juga mengadakan pembinaan terhadap Masyarckat Desa dalam berbagai

bi.clang, sepertl. pembjnann kelompok tani, pembi.naan keagamaan, pembi.naan

olahraga,pemberdayaanPKKdanKawasanTanpaRokok(KTR),

Menurut   wawancara   dengan   kepala   desa   komba   terkai   dengan

pembinaan masyarakat desa seperti disebutkan diatas dianggap sudah efektif

walau masihperlu ditingkatkan lagi.

"sejauh ini pembinaan yang telah karfu lakukan mendapatkan respon yang

sangat baik dari Masyarakat dan sudali  efektif sjauh ini,  walupun masih
perlu  untuk  ditingkathan  lagi,  tidak jauh beda  dengan  pembangunn  di
Desa Komba, kami juga melakukan pembinaan di berbagai bidang, seperti
pembinaan Kelompok Tani, pembinaan Keagamaan, pembinaan Olahraga,
pemberdayaan PKK dan penerapan KTR (Kawasan tanpa Rokok)". qancar
19 Maret 2014)

Terkait    dengan    pembinaan    kelompok    tanj    diperoleh    persepsi

masyarakat seperti tabel berikut:

Tabel 10.

Berikut tanggapan dari responden terkait pembinaan Kelompok Tani  di

I)esa Komba Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara

Kriteria tanggapan Frekuensi Prosentase (% )

I

2
3

4
5

Sangat Efektif
Efektif
Cukup Efektif
Kurang Efektif
Tidak Efektif

Jumlah 84K.
Sunber Data: Data Questioner dari Itesponden 2014
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Berdasarkan tabel tersebut di atas,  maka tampak bahwa persepsi

responden terhadap  Pembinaan Kelompok  Tani  di  Desa Komba  sebagai

berikut  :  sejumlah  60  KK  atau  65  %  responden  menilai  sangat  efektif,

sebanyak 10 KK atau 20 % responden menilai efektif, sejumlah 5 KK atau

5 % responden memberi tanggapan cukup efektift, sejimlah 5 KK atau 5 %

responden member tanggapan kurang efektif dan sejuulah 4 KK atau 5 %

responden member tanggapan tidak efektif.   Dengan demikian pembinaan

kelompok tani sangat bermanfaat bagi warga desa.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu

tokoh masyarakat di Desa Komba diperoleh persepsi bahwa, rmsyarakat

sangat antusias mengikuti setiap kegiatan di desa komba.

"Masyarakat di desa ini sangat antusias menyambut setiap ada kegiatan

yang  dapat  memberdayakan  potensi  yang  ada  di.  daerah  kami.  seperti

Kelompok tahi, Persoalan hanya terletak kepada bagaimara upaya yang

dilakukan  o]eh  kepa]a  desa  untuk  merangkul  tokoh-tokoh  masyarakat

dalam menggerakkan mereka karena maju tidaknya pembangurian di desa

kami  sangat  bergantung  kepada  kepemimpinan  pemerintah  desa  atau

kepala desa.  Perfuinaan kelomok tanL yaitu kelomok tani Palasa longkon

juga sangat efelrif tefoulri dengan  pembinaan yang diprogranha Kepala
Desa  dapat  nenin9katkan  kualitas  kehidupan  sosial  ekonond  masyarakat

yang   terceinn   peningkatan   pendapath   dan   kesejahteraan   masyarakat
termasuk masyarakat miskin  Adapun bentuk program pemberdayari yang

dilakukan  oleh  pemerintah  desa  meliputi  pemberian  raskin,  pemberian

beasiswa  bagi  siswa  miskin.  Selain  rfu  bentck  lain  pada  Pembinaan  di

bidang ini  adalah pembinaan di bidang kewiraswastaan.  Pembinaan ini
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dimaksudkan untuk mengembangkan kewiraswastaan   pengusaha muda,

temtama di kalangan pedagang kecil." Ovgilli 22 Maret 2014)

Pembinaan keagamann menun]t persepsi masyarakat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 11.

Berikut tanggapan dari responden terkait pembinaan Keagamaan di

Desa Komba Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara

Kriteria tanggapan Frekuensi Prosentase (% )

1

2
3

4
5

Sangat Efektif
Efektif
Cukup Efektif
Kurang Efektif
Tidak Efektif

70
10

5

Jumlah 84 KK.
Sunber Data: Data Questioner dari Responden  2014

Dari   tabel   tersebut   di   atas,   maka   tampak   bahwa   tanggapan

Responden  terhadap  Pembinaan  Kelompok  Tani  di  Desa  Komba  sebagai

berikut  :  sejumlah  70  KK  atau  80  °/o  Responden  menilai  sangat  efektif,

sebanyak 10 KK atau 15 % Responden menilal efektif, sejundah 5 KK atau 5

%  Responden  memberi  tanggapan  cukup  efektift,  Berdasarkan  prosentase

keria Kepala Desa tersebut diatas, terlihat bahwa Kepala Desa sangat efektif

dalam menjalankan pembinaan keagamaan di Desa Komba, walaupun masih

perlu ditingkatkan lagi.
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Pembinaan    ini    untuk    menin9katkan    kehidupan   beragama

dikalangan pemuda. Contohnya mengadakan pengaj lan setiap jumat serta

kelja bakti untuk membangun tempat ibadah,

Pembinaan  yang   paling   giat   dilakukan   oleh  Pemerintah   Desa

Komba adalah pembinaan dalam kegiatan keagamaan,  sosial budaya dan

pembinaan kepada ibu-ibu pkk.  Fasilitasi kegiatan ditindaklanjuti dengan

pemberian  bantuan  alat-alat   semi   dan   ceramah  againa  yang  biasanya

didatangkan  dari  luar  desa  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh    Ust.

Rapang seorang tokoh agama di Desa Komba.

"Kegiatan  yang  telah  disusun  oleh  pemerintah  desa  untuk  melakukan

kegiatan pembersihan secara bergotong-royong di tempat ibadali setiap satu
rfunggu  sekali   merupakan  bentuk  kepedulian  yang  ditanankan  untuk
memupuk semangat tali silaturahim dengan sesarna warga, daii pengajian
yang  rutin  diadakan  setiap  Jumat  yang  disertai  dengan  ceramah  agama
biasanya  banyak  dihadiri  oleh  anak-anak  muda.  Mungkin  tujuni  dari
pemerintah desa adalah menanamkan pemahaman agama sejak dini kepada
generasi muda" oust.Rapang 23 Maret 2014).

Adapun  Pembinaan  Olahraga  menurut  persepsi  masyarakat

dapat dilihat pada tabel:

Tabel 12.

Berikut tanggapan dari responden terkait pembinaan Olahraga di Desa

Komba Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara

RTiteria tanggapan Frekuensi Prosentase (%)

1

2
3

4
5

Sangat Efektif
Efektif
Cukup Efektif
Kurang Efektif
Tidak Efektif

Jumlah 84 KK. 100
Sunber Data: Data Questioner dari Responden  2014
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Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka tampak bahwa tanggapan

RespondenterhadapPembinaanOlahragadiDesaKombasebagaiberikut:

sejumlah 50 KK atau 67 % Responden menilai sangat efektif, sebanyak 10

KK  atau  10  %  Responden  mehilai  efektif,  sejundah  10  KK  atau  10  %

Responden memberi tanggapan cukup efektift, sebanyak 10 KK atau 10 %

RespondenmembertanggapanKurangefektifdansebanyak4KKatau5%

RespondenmembertanggapanTidakefektif,Berdasarkanprosentasekeba

Kepala Desa tersebut diatas,  terlihat bahwa Kepala Desa  sangat efektif

dalam menjalankan pembinaan Olahraga di Desa Komba, walaupun rmsih

perlu ditingkatkan lagi.

Sadar   akan   pentingnya    Olahraga,    Kepala   Desa   komba

memberikan pembinaan  kepada Masyarckat Desa Komba,  salah  satunya

mendatangkan pelatih olahraga seperti sepak bola, bola villy dan olahraga

lainnya sebagai mama yang disampaikan kepala desa konfoa.

"  Melihat  antusias  masyarakat  kususnya  para  pemuda  desa  yang

sangat menyckai olahraga,  untuk itu saya mendatangkan pelatih dari lur
untuk menamba pengetahun mereka dalam bidang olahraga, dan mereka
sangatgembiradenganadanyapembinaantersebut"(Larrar24Maret2014)

Selain  itu  ketua  remaja juga  mengucapkan  banyak  terinrakasih

kepadakepaladesakombaatasperhatiarmyadibidangolahraga.

"kanri sangat benerima kasih kepada Kepala Desa karena dengan

adanya  pelatih  olahraga,   masyarakat  sangat  antusias   dan   menyambut
gembira, harapan kami semoga ini terus berjalan lama".  (Irham 24 Maret
2014)
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L=
Terkait  dengan  pemberdayaan  PKK  diperoleh  persepsi  masyarakat

sep 3rti tabel berikut:

Tabel 13.

Berikut tanggapan dari responden terkait pembinaan Kcagamaan di

De!ia Komba Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara

Kriteria tonggapan Frekuensi Prosentase (%

I

.2

3
•t

.5

Sangat Efektif
Efektif
Cckup Efektif
Kurang Efektif
Tidak Efektif

70
10

5

Jumlah
Sun\`ber Data: Data

84 KK.
Questioner dari Iiesponden  2014

:3erdasarkan tabel tersebut di atas, maka tampak bahwa tanggapan

Responden  terhadap  Penininaan  Kelompok  Tani  di  Desa  Komba  sebagai

berikut  :  s3jumlah  70  KK  atau  80  %  Responden  menilai  sangat  efektif,

sebanyak  1 D  KK atau  15  % Responden mehilai efektif,  dan sejumlah 5  KK

atau 5 % R 3sponden memberi tanggapan cukup efektift, dari prosentase kelja

Kepala Desa tersebut diatas, terlihat bahwa Kepala Desa sangat efektif dalam

menjalanka n pemberberdayaan pkk di Desa Komba.

Begitupun perhatian pemerintah desa di bidang kesehatan terbukti

di desa L'ri di adakan posyandu yang mama di tempat ini disetiap tanggal 14

di  adakan penimbangan balita  dan penyuluhan  kepada  ibu,  baik  ibu-ibu

menyusui, hi fas, dan juga tempat pemberian makanan tambahan bagi anak-

anak  usi.i dini  dan pemberian vitamin,  imunisasi balk imuhisasi campak,

beg, dpt, oleh tenaga kesehatan yang bekerjasama dengan kader posyandu
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yang dipandu oleh tim penggerak PKK Desa dan juga di Desa Komba ini

telah dil]angun PUSKESDES  (Pusat Kesehatan Masyarakat Desa) tempat

hi  digunakan  unfuk  pelayanan  kesehatan  masyarckat  desa  secara  gratis

bagi yang memiliki kartu keluarga dan KIP.  Apabila tidak menunjukkan

kedun  identitas  tersebut  maka  pasien  akan  dikenakan  biaya  adnrinisrasi

sebanyak Rp.5.000, hi membuktikan bchwa keljasama antara pemerintah

desa   dengan   pihak   kesehatan   sangat   erat   denri   terlaksananya   tertib

adninistrasi di bidang pemerintahan desa.

Sejalan  dengan  kondisi  tersebut,  berdasarkan  basil  wawancara

dengan  pengurus PKK, beliau mengatakan:

"Pemberian sanksi administrasi bagi warga yang tidak memiliki KIP dan

KK  ketika  ingin  mendapatkan  pengobatan  gratis  berupa  biaya  sebesar
Rp.5.000 bukanlah bermaksud untuk memberatkan warga desa melainkan
mengajak masyarckat untuk tertib administrasi. Itupun tidak semun warga
dikenakan  biaya jika  tidck  memiliki  KTP  dan  KK,  karera  warga  yang
mendapat   kartu  JAMKESMAS   dan   JAMKESDA   tetap   mendapatkan
pelayanan  kesehatan  secara  nraksimal  dan  dibebaskan  dari  segala  biaya
serta dana yang terkumpul dari denda administrasi diserahkan kembali ke

petugas  kesehatan  untuk  di  manfaatkan  sesuni  dengan  peraturan  yang
berlaku,  namun  sejak  dibelakukannya  lap  elektrohik  masyarakat  Desa
Komba  semun  telah  memiliki  ktp, jadai  tidck  lagi  mendapatkan  denda"
(Darwati25Maret2014).
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TerkaitdenganpembinaanKawasanTanpaRokok(KTR),Responden

memberi persepsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 14.

Berikut tamggapan dari responden terkait pemberlakuam KTR di Desa

Komba Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara

Kriteria tanggapan Frekuensi Prosentase (%)

1

2
3

4
5

Sangat Efektif
Efektif
Cukup Efektif
Kurang Efektif
Tidak Efektif

Jumlah 84 KK.
Sumber Data: Data Questioner dari Flesponden 2014

Berdasarkan    tabel    tersebut    di    atas,    menunjckkan    bahwa

pemberlakunn KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di Desa Komba sebagai berikut :

sejumlah 10 KK atau 10 % Responden menilai efektif, sebanyak  10 KK atau

10   %  Responden  menilai   Cukup   efektif,   sejumlah   50   KK   atau  60   %

Responden memberi tanggapan Kurang efektift dan sebanyak 14 KK atau 20

% Responden member tanggapan Tidak efektif Berdasarkan prosentase kerja

Kepala Desa tersebut diatas, terlihat bahwa Kepala Desa Kurang efektif dalam

menjalankan pemberlakunn KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di Desa Komba.

Faktor penghambat tidak efektifirya pembinaan kawasan tanpa rokok

di desa komba karen kurangnya dukungan dari masyarakat yang rmsi susah

meninggau[an kebiasaan merokok sebagaimana yang di katakana oleh kepala

desa komba.

"Kawasan Tanpa Rokok merupakan program pemerintah, kami hanya

menerapkan program tersebut dan sejau ini masih kurang maksimal, dan itu
tidak bisa di pungkiri mengingan pemberlalnran KTR ini baru diberlakukan
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dan juga  mayoritas  masyarckat  Desa  Komba  ini  perokik jadi  kalaupun
sejauh hi KTR di Desa kanri belum efektif atau maksimal itu tidak bisa
dipungkiri.  Kawasan Tanpa Rokok ini hanya diterapkan di tempat-tempat
tertentu saja,  Seperti di Kantor Desa,  Sekolal| Rumah-rumah warga, dan
tempat  Ibadah   Walau  belum  begitu  efektif  tap   saya  yakin  kedepan
IusyaallahKawasanTanpaRokokdiDesaKombabisamaskimalsayajuga
berharap  Semoga  kedepan  cakupannya  bisa  lebih  lus  lagi  tergantung
dukungandarimasyarakat"(Lancar26Maret2014).

Faktor lairmya adalah,  walaupun program pemberdayaan banyak

mengemukakan  keberhasilan-keberhasilan mmun  diakui juga bahwa ada

banyak  program  yang  tick  berhasil  dan  tidak  mencapal  tujun  yang

ditetapkan.  Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program baik berasal

dari kepribadian individu dalam komunhas maupun juga berasal dari sistem

sosial.

Kendala yang Pemerinta hadapi dalam hal Pembangurian dan juga

Pembinaan    adalah    kurangnya    partisipasi    masyarakat   yang    bersifat

individual sehingga program yang dijalankan terkesan lamban.  Selain itu

SDM masih sangat minim dimana masyarakat Desa Komba sebagian besar

hanya  tammata  SD  bahkan tidak  sampai  tamat  SD  sehingga  pembinaan

yang dilakukan, masyarakat tidak begitu dipahami, seperti tabel berikit:
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Tabel 15.
Tingkat pendidihan masyarakat Desa Komba Kecamatan Limbong

Kabupaten Luwu utara
No. Uraiaan Frekuensi Prosentase (%)

1 2 3 4
1. Jenjang SD 45 50
2. Jenjang SMP 15 20
3. Jenjang SMA 14 20
4. Perg-n Tinggi 10 10

Jumlah 84kk 100%
Sumber Data: Kantor Desa Komba tahun Ztrii4

Dari   beberapa   penjelasan   diatas   perlu   dicermati   bahwa   kendala-

kendala tersebut mungkin  saja teljadi  dalam suatu program tetapi bisa juga

hanya  satu  atau  dun  kendala  yang  timbul.  Ada  falfror-faktor  kendala  yang

relatif mudah untuk diatasi rramun ada beberapa faktor yang cukup sulit untck

diubah.

Faktor-faktor penghambat tersebut yang dapat diidentifikasi meliputi 2

(dun)  aspek  yakhi  falctor  yang  bersifat  internal  atau bersumber  dari  dalam

organisasi sendiri dan faktor ekstemal atau bersumber dari lun organisasi.

a. Faktor Internal

Identifikasi dari faktor internal yang merupakan falctor penghambat

terhadap pengembangan organisasi pemerintah khususnya di Desa Komba

yaitu  SDM yang kurang terampil seperti tabel berikut:
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Tabel 16.

Data pegawai di Desa Komba

No, Uraian Jumlahpegawai Dibutuhkan Kurang

I SD - - -
2 SIT 4 - -
3 SRA 3 2 2
4 PergurunnTinggi - 2 2

Sumber Data: Kantor Desa Komba tahwn 2014

Dari  tabel  diata  dapat  dilihat  bahwa  Suinber  daya  manusia  atau

aparat yang bertugas pada orgahisasi kantor tersebut balk secara kunlitas

maupun  kunntitas  jumlah  pegawai  yang  ada  pada  kantor  Desa  Komba

masih  sangat  kurang jika  dibandingkan  dengan  beban  tugas  yang  ada.

Sebagaimana    terlihat    tugas    ini    tidck    hanya    menangani    rmsalah

pengawasan, pembinaan atau kegiatan administrasi saja tetapi segala urusan

yang    berkaitan    dengan    pengelolaan   Desa,    seperti    tugas    penataan

pertamanan, kebersihan Desa, keindahan Desa dan Iain-Iain.

Selain aspek dalam organisasi tersebut yang menjadi penghambat

dalam  organisasi  pemerintah  Desa  Komba  adalah  kunlitas  sunber  daya

manusia yang sangat  menentukan.  Kunlitas  aparat yang drfugaskan pada

badan pengelolaan orgahisasi tersebut dari  segi kemampuni keria  masih

terlihat kurang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kaur Pemerintahan.

"Rendahnya    kunlitas    aparat    pemerintahan    desa    dalam    kehidupan

berorganisasi  disebabkan  oleh  tingkat  pendidikan  yang  msin  rendah,
karera rata-rata diantara mereka hanyalah talnatan SMP dan SMA, tetapi
untungnya   kepala   desa   memiliki    andil    yang    sangat   besar   dalam
pengembangan poteusi yang ada di desanya"(Haspin 27 Mret 2014).

52



Faktor  prasarana  kelja  yang  juga   menjadi   faktor  penghambat

efektifuya    pelaksanaan    pengembangan    orgarisasi    misalnya    masih

terbatasnya  kendaraan  operasional  yang  dapat  diguriakan  oleh  petugas

khususnya  yang  membawahi  bagian  administrasi  misalnya  saja  dalam

mengantar  surat  penting  di  kantor-kantor.  Faktor  dana  merupckan  salah

satu   faktor   penentu   keberhasilan   organisasi,   baik   digunakan   untck

kepentingan   operasioral   kegiatan   secara   administratif  maupun   untuk

operasional tugas organisasi itu sendiri.  Penggurman dana khususnya bagi

aparat meliputi tujunn antara lain untuk pemberian iusentif, hal ini menjadi

penting   sebagai   alat   motivasi   supaya   petugas   dapat   melaksanakan

pekerjaannya dengan baik. Ketersediaan dana khususnya dana rutin (ADD)

yang dialokasikan bagi Kantor Desa masih mhim jika dibandingkan beban

tugas yang ada.

Tabel 17.
Sarana dan Prasarana Desa

Jenis Sarana Jumlah
Tersedia

Kebutuhan

Kantor Desa
Meja
Komputer
Perpustakaan Desa

2
1

I

Sunber Data: Hasil Observasi 2014
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b. Faktor Eksternal

Aspek yang bersifat eksternal dalam hal ihi adalah faktor-faktor yang

bersumber dari luar organisasi

Dari    hasil    wawancara   peneliti    dengan   salah    satu    masyarakat

mengatakan bahwa kurangrya partisipasi masyarakat mentaati aturan dalam

organisasi sehingga kurang efektifirya pengelolahan organisasi.

"Efektifirya aturan dalam badan pengelolaan organisasi tersebut

sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untck memperoleh atau
melcksanakan pembangunan.  Namun hal tersebut yang kurang terlihat
adalah  masyarakat  di  kawasan,   masih  rendah  partisipasinya  dalam
memperoleh  tujunn  organisasi.   Sehingga  hal  ini  kadangkala  teriadi
setelah mendapat teguran dari aparat hal itu bukan karena masyarakat
tidak  mau  mengurus  organisasi  atau  sengaja  melanggar  tetapi  lebin
banyak  mereka  tidak  tahu  mengerai  pengelolaan  organisasi.  Hal  itu
tidak lain karera sosialisasi aturan ini bagi masyarakat tersebut masin
kurang".(Mary.an28Mei2014)

a.  Hubungan antar status

Secara   umum   dapat  dikatakan  bahwa   status   bergantung   pada

seberapa  besar  seseorang  memberikan  sumbangannya  bagi  terciptanya

tujunn  seseorang  yang  memberikan  jasa  terbesar  cenderung  berusaha

mendapatkan status yang tinggi.  berikut wawancara peneliti kepada salah

satu tokoh rrmsyarakat.

"Sebaliknya  seseorang  yang  memberikan jasa  yang  tidak  begitu

besar biasanya bersedia menerima status yang lebih rendah.  Susurian status
dalam satu kelompok dalam organisasi selalu tampil dalam 2 wujud yaitu
bempa  status  formal  dan  status  sosial.   Status  formal  adalah  berkaitan
dengan jenjang  atau  hierarki  yang  ada  dalam kelompok  atau  organisasi
yang berkaitan langsung dengan rantai komando. Status sosial tidak selalu
berkaitan dengan status  formal seseorang,  walaupun dapat saja seseorang
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yang mempunyai status  formal yang tinggi dapat pula mempunyai status
sosial yang tinggi.

Lebih lanjut ia mengatakan.
"yang dapat menundukkan seseorang dalam status adalah :

1.  Kemampun  fisik,  mental  dan  sosial  berbeda  yang  biasanya  timbul
karena perbedaan pendidikan, latihan dan pengalaman

2.  Tingkat kemudahan atau kesulitan pelaksanaan pekeriaan
3.  Tin8kat pentingnya pekerjaan".(Harjun 29 Mei 2014)
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BABV

KESIMI'ULAN DAN SARAN

A. Kesimpu]an

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dibahas  dalam bab

dimuka,  maka pada bagian hi dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1.    Proses pelaksanaan fungsi dan peran Kepala Desa dalam Membangun

desa bejalan dengan cukup balk,  dimana sebagai fungsi dan perarmya

sebagi pemimpin desa, dapat membawa Desa kearah yang lebih balk,

begitupun dalam hal pembangunan,  dalam pembangunrmya  meliputi,

penbangunan     perairan,    janan     tahi,    jembatan     gantung     dan

pembangunan SMP Satu Atap Limbong sudah bermanfaat dan efektif

dirasakan oleh  masyarakat Desa Komba.  Adapun faktor yang  rmsih

menghambat adalah kurangnya dukungan dari masyarakat yang rmsih

menunggu   perintah   dari   pemerintah   desa  sehingga  pembangurian

berjalan lambat.

2.    Adapun  yang  menjadi  hambatan  dalam  Membina  masyarakat  desa

adalah  kurangnya  SDM  masyarakat  karena tingkat pendidikan  yang

relative  rendah sehinggan proses  pembinaan beljalan cukup  lamban,

begitupun dalam hal infrastruktur, karena terbatasnya wilayah sehingga

dukungan   infrastuktur tidak begitu memadal sehingga pembinaanpun

berialan   lamban,    namun   walu   demikian   proses   kegiatan   yang
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dilaksanakan   kepala desa berialan cukup baik terbulkti   Kepala Desa

mampu  membina  masyarakat  yang  meliputu  pembinaan  kelompok

tani, pembinaan keagamaan, pembinaan olahraga dan pembinaan pkk,

adapun  pembangunan  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  tidak  begitu

efektif  karena  kendala  yang  masin  belum  bisa  ditinggalkan  oleh

masyarakat desa komba,   Adapun fcktor penghambatnya KTR, tokoh

masyarakat yang harusnya dianggap panutan untuk masyarakat justru

masih  melanggar  aturan  KTR,  sehingga  masyarakat  semakin  sulit

meninggalkan kebiasaan merokok yang sudali lama dilakhan

8. Saran-saran

Upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan peran Kepala

Desa terhadap pengembangan organisasi  pemerintahan Desa Komba dari

hasil temuan penelitian dapat direkomendasi saran untuk peningkatamya

sebagal berikut:

1.   Saran  bagi  pembangunan  pengairan  kesawali  jalan  tahi,  jembatan

gantung  dan  Sekolah  Shff  agar  selalu  dilakukan  pengawasa  dan

memantau langsung sehingga bila ada kerusakan atau kekurangan agar

secepatnya di perbaiki  agar masyarakat desa komba dapat mrasakan

manfant pembangunan dalam waktu yang cukup lama.

2.   Adapun Saran untuk Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dihimbau kepada

tokoh tokoh yang memiliki pengani yang sangat penting didesa komba

agar  memberikan  contoh  kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat

dapat mematuhi peraturan yang telah di terapkan oleh pemerintali desa.
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Kepala desa hausnya melakckan pendekatan secara persusive kepada

masyarakat  agar  masyarakat  lebih  mudah  menerima  peraturan  yang

telah diimplementasikan.
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